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DAFTAR TERJEMAH AYAT AL-QUR’AN 

 

No Surah Al-Qur’an Artinya Halaman 

1 Q.S. An-Nisā'/4: 58-59 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan 

hukum di antara manusia, hendaklah 

kamu tetapkan secara adil. 

Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai 

orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nabi 

Muhammad) serta ululamri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu, 

kembalikanlah kepada Allah (Al-

Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari 

Akhir. Yang demikian itu lebih baik 

(bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di 

dunia dan di akhirat).” 

63 

2 Q.S. Āli ‘Imrān/3: 159 “Maka, berkat rahmat Allah engkau 

(Nabi Muhammad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Seandainya 

engkau bersikap keras dan berhati 

kasar, tentulah mereka akan menjauh 

dari sekitarmu. Oleh karena itu, 

maafkanlah mereka, mohonkanlah 

ampunan untuk mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam segala urusan (penting). 

Kemudian, apabila engkau telah 

membulatkan tekad, bertawakallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang 

bertawakal.” 

65 

3 Q.S. Asy-Syūrā/42: 38 “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) 

orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan Tuhan dan 

melaksanakan salat, sedangkan urusan 

mereka (diputuskan) dengan 

musyawarah di antara mereka. Mereka 

menginfakkan sebagian dari rezeki 

126 



yang Kami anugerahkan kepada 

mereka.” 

4 Q.S. Āli 'Imrān/3: 118 “Wahai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu mengambil teman 

kepercayaan dari orang-orang di luar 

kalangan (agama)-mu (karena) mereka 

tidak henti-hentinya (mendatangkan) 

kemudaratan bagimu. Mereka 

menginginkan apa yang 

menyusahkanmu. Sungguh, telah nyata 

kebencian dari mulut mereka dan apa 

yang mereka sembunyikan dalam hati 

lebih besar. Sungguh, Kami telah 

menerangkan kepadamu ayat-ayat 

(Kami), jika kamu berpikir.” 

131 

5 Q.S. Al-Mā’idah/5: 57 “Wahai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu menjadikan orang-

orang yang menjadikan agamamu 

bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di 

antara orang-orang yang telah diberi 

kitab suci sebelummu dan orang-orang 

kafir, sebagai teman setia(-mu). 

Bertakwalah kepada Allah jika kamu 

orang-orang mukmin.” 

135 

6 Q.S. Āli 'Imrān/3/: 28 “Janganlah orang-orang mukmin 

menjadikan orang kafir sebagai para 

wali dengan mengesampingkan orang-

orang mukmin. Siapa yang melakukan 

itu, hal itu sama sekali bukan dari 

(ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga 

diri dari sesuatu yang kamu takuti dari 

mereka. Allah memperingatkan kamu 

tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya 

kepada Allah tempat Kembali.” 

136 

7 Q.S. al-Mā’idah/5: 51 “Wahai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu menjadikan orang 

Yahudi dan Nasrani sebagai teman 

setia(-mu). Sebagian mereka menjadi 

teman setia bagi sebagian yang lain. 

Siapa di antara kamu yang menjadikan 

mereka teman setia, maka 

sesungguhnya dia termasuk golongan 

mereka. Sesungguhnya Allah tidak 

memberi petunjuk kepada kaum yang 

zalim.” 

137 



8 Q.S. al-Mumtaḥanah/60: 

1 

“Wahai orang-orang yang beriman. 

Janganlah kamu menjadikan musuh-

Ku dan musuhmu sebagai teman setia. 

Kamu sampaikan kepada mereka (hal-

hal yang seharusnya dirahasiakan) 

karena rasa kasih sayang (kamu kepada 

mereka). Padahal, mereka telah 

mengingkari kebenaran yang datang 

kepadamu. Mereka mengusir Rasul 

dan kamu (dari Makkah) karena kamu 

beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika 

kamu keluar untuk berjihad pada jalan-

Ku dan mencari keridaan-Ku, 

(janganlah kamu berbuat demikian). 

Kamu memberitahukan secara rahasia 

(hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) 

kepada mereka karena rasa kasih 

sayang. Aku lebih tahu tentang apa 

yang kamu sembunyikan dan apa yang 

kamu nyatakan. Siapa di antara kamu 

yang melakukannya sungguh telah 

tersesat dari jalan yang lurus.” 

139 

9 Q.S. al-Mumtaḥanah/60: 

8-9 

“Sesungguhnya Allah hanya 

melarangmu (berteman akrab) dengan 

orang-orang yang memerangimu 

dalam urusan agama, mengusirmu dari 

kampung halamanmu, dan membantu 

(orang lain) dalam mengusirmu. Siapa 

yang menjadikan mereka sebagai 

teman akrab, mereka itulah orang-

orang yang zalim. Allah tidak melarang 

kamu berbuat baik dan berlaku adil 

terhadap orang-orang yang tidak 

memerangimu dalam urusan agama 

dan tidak mengusir kamu dari 

kampung halamanmu. Sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang 

berlaku adil.” 

144 

10 QS. Āli ‘Imrān/3: 110 “Kamu (umat Islam) 3dalah umat 

terbaik yang dilahirkan untuk manusia 

(selama) kamu menyuruh (berbuat) 

yang makruf, mencegah dari yang 

mungkar, dan beriman kepada Allah. 

Seandainya Ahlulkitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di 

antara mereka ada yang beriman dan 

178 



kebanyakan mereka 4dalah orang-

orang fasik.” 

11 QS. Āli ‘Imrān/3: 104 “Hendaklah ada di antara kamu 

segolongan orang yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) 

yang makruf, dan mencegah dari yang 

mungkar. Mereka itulah orang-orang 

yang beruntung.” 

209 

12 QS. al-Mumtaḥanah/60: 

8 

“Allah tidak melarang kamu berbuat 

baik dan berlaku adil terhadap orang-

orang yang tidak memerangimu dalam 

urusan agama dan tidak mengusir kamu 

dari kampung halamanmu. 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-

orang yang berlaku adil.” 

235 

 

 

 



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa  kemerdekaan  berserikat,  berkumpul,  serta  mengeluarkan  pikiran  dan
pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa  untuk  memperkukuh  kemerdekaan  berserikat,  berkumpul,  dan
mengeluarkan  pendapat  merupakan  bagian  dari  upaya  untuk  mewujudkan
kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil  dan  makmur,  serta  demokratis  dan
berdasarkan hukum;

c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan  rakyat, aspirasi,
keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;

d. bahwa Partai  Politik  merupakan  sarana  partisipasi  politik  masyarakat  dalam
mengembangkan  kehidupan  demokrasi  untuk  menjunjung  tinggi  kebebasan
yang bertanggung jawab; 

e. bahwa  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002  tentang  Partai  Politik  perlu
diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b,  huruf  c,  huruf  d,  dan  huruf  e  perlu  membentuk  Undang-Undang tentang
Partai Politik. 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 20, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1),
Pasal  28,  Pasal  28C  ayat  (2),  dan  Pasal  28J  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dengan . . .



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai  Politik  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh
sekelompok  warga  negara  Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan
kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela  kepentingan
politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  memelihara  keutuhan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Anggaran  Dasar  Partai  Politik,  selanjutnya  disingkat  AD,  adalah  peraturan
dasar Partai Politik.  

3. Anggaran  Rumah  Tangga  Partai  Politik,  selanjutnya  disingkat  ART,  adalah
peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.

4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak,
kewajiban,  dan  tanggung  jawab  setiap  warga  negara  dalam  kehidupan
berbangsa dan bernegara.  

5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang
dapat  dinilai  dengan  uang,  berupa  uang,  atau  barang  serta  segala  bentuk
kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik. 

6. Menteri  adalah  Menteri  yang  membidangi  urusan  hukum  dan  hak  asasi
manusia.     

7. Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia.

BAB II

PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang
warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta
notaris.
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BAB II . . .



(2) Penelitian  dan/atau  verifikasi  sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan
paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan
secara lengkap. 

(3) Pengesahan Partai  Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan
Menteri  paling lama  15 (lima  belas)  hari  sejak  berakhirnya  proses  penelitian
dan/atau verifikasi.

(4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK 

Pasal 5

(1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut. 

(2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan
akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.  

Pasal 6 

Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa menyertakan akta notaris. 

Pasal 7

(1) Menteri  mengesahkan  perubahan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  5  paling
lama  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  diterimanya  dokumen  persyaratan
secara lengkap.

(2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Dalam  hal  terjadi  perselisihan  Partai  Politik,  pengesahan  perubahan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

BAB IV

ASAS DAN CIRI 

Pasal 9 
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(1) Asas  Partai  Politik  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan
cita-cita  Partai  Politik  yang tidak  bertentangan dengan  Pancasila  dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada         ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

BAB V

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 10  

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
a. mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud

dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945;

b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mengembangkan  kehidupan  demokrasi  berdasarkan  Pancasila  dengan

menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia; dan

d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
a. meningkatkan  partisipasi  politik  anggota  dan  masyarakat  dalam  rangka

penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; 
b. memperjuangkan  cita-cita  Partai  Politik  dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara; dan
c. membangun  etika  dan  budaya  politik  dalam  kehidupan  bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

(3) Tujuan  Partai  Politik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)
diwujudkan secara konstitusional. 

Pasal 11 

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga

negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. penciptaan  iklim  yang  kondusif  bagi  persatuan  dan  kesatuan  bangsa
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
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a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;

b. memelihara  dan  mempertahankan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia;

c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
h. membuat  pembukuan,  memelihara daftar  penyumbang dan jumlah sumbangan

yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat; 
i. menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  penerimaan  dan  pengeluaran

keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu)
tahun  sekali  kepada  Pemerintah  setelah  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa
Keuangan; 

j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan 
k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

BAB VII

KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA

Pasal  14 

(1) Warga  negara  Indonesia  dapat  menjadi  anggota  Partai  Politik  apabila  telah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

(2) Keanggotaan  Partai  Politik  bersifat  sukarela,  terbuka,  dan  tidak  diskriminatif
bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

Pasal 15  

(1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut
AD dan ART. 

(2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak
memilih dan dipilih.

(3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta
berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.

Pasal 16 

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri secara tertulis; 
c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi 

dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia           

Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta 

peningkatan fungsi dan peran Partai Politik; 

b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika 

perkembangan masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik; 

 

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), 

Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008           

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4801); 

 

 

 

 

 

Dengan  . . . 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. 

Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2        

Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 1 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional 

dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-

cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, 

adalah peraturan dasar Partai Politik.   

3.  Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya 

disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai 

penjabaran AD.  

 

4. Pendidikan  . . . 
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(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan 

Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian 

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

terbentuknya kepengurusan yang baru.  

(3)  Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

diterimanya persyaratan. 

 
 

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta           

ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 

1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 29   
 

(1)  Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga 

negara Indonesia untuk menjadi: 

a.  anggota Partai Politik; 

b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c.  bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; 

dan 

d.  bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. 

(1a)  Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)         

huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara 

demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan 

mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh 

perseratus) keterwakilan perempuan. 

(2)  Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)      

huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan 

terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan 

keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD 

dan ART.  
 

 

 

 

10. Ketentuan . . . 



Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan 2016 | 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN DASAR PPP  

HASIL MUKTAMAR VIII 



Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan 2016 | 57 

ANGGARAN DASAR HASIL MUKTAMAR VIII 

 

MUQADDIMAH 

 

حِيم حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الله الرَّ

 

دٍ صلَّى اللهُ  لاةُ والسَّلامَُ عَلىَ أشَْرَفِ الأنَْبيِاَءِ وَالْمُرْسَليِْنَ، محمَّ لَّم، عَليَْهِ وس الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمَِيْنَ، الصَّ

 وعَلىَ آلهِِ وَأصَْحَابهِِ أجَْمَعِينَْ 

 :107)الأنبياء(لاَّ رَحْمَةً للِْعَالمَِينَْ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِ 

Dan Kami tidak mengutus kamu, kecuali hanya untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam (Al-Anbiya: 107). 

 

 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُوْنَ باِلْمَعْرُوْفِ وَتنَْهوَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  وَتؤُْمِنوُْنَ بِاللهِ كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ  

 (110 :آل عمران)

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang 

memerintahkan kema’rufan, mencegah kemunkaran, dan beriman kepada 

Allah (Ali Imran: 110) 

 

 

 ينَْصُرْكُمْ وَيثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إنِْ تنَْصُرُوا اللَّهَ 

 (47)محمد: 

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 

akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS Muhammad; 47: 7) 

 

 

سُو لَ وَأوُليِ الْأمَْرِ مِنْكُمْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّ  

( 59النساء:   ) 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

Ulil Amri di antara kamu. (QS; An-Nisa’ 59) 
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مَتْ لغَِدٍ  اقدََّ ُُ مَّ ُُ بمَِا تعَْمَلوُنَ  وَلاتَكَُونوُا ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنوُا اتَّقوُا اللهَ وَلْتنَظرُْ نفَْسُ وَاتَّقوُا اللهَ إنَِّ اللهَ خَبيِرُ

 كَالَّذِينَ نسَُوا اللهَ فأَنَسَاهمُْ أنَفسَُهمُْ أوُْلئَكَِ همُُ الفْاَسِقوُنَ 

(19-18) الحشر   

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-

orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada 

mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS; Al Hasyr: 18-19) 

 

Bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 

adalah berkat rahmat Allah Subhanahu Wata’ala dan merupakan jembatan 

emas menuju masyarakat adil makmur yang diridai Allah Subhanahu Wata’ala 

dengan melaksanakan pembangunan spiritual dan material di segala bidang 

kehidupan. 

Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah 

perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan 

mengisi kemerdekaan, demi terwujudnya cita-cita proklamasi. Untuk itu, 

dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala, partai-partai politik 

yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin 

Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah 

Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 

30 Dzulqa’dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai 

politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. 

Bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan wahana perjuangan umat 

Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah 

Subhanahu Wata’ala dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan 

supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan 

keadilan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan Pancasila. 
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BAB I 

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN 

 

Pasal 1 

(1) Partai ini bernama Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 

PPP; 

(2) PPP dibentuk di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 

30 Dzulqa’dah 1392 H, untuk waktu yang tidak ditentukan; 

(3) Dewan Pimpinan Pusat PPP berkedudukan di Ibukota Negara Republik 

Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi, 

Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota,  

Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan atau sebutan 

lainnya, serta Pimpinan Ranting berkedudukan di desa/kelurahan atau 

sebutan lainnya, Dewan Pimpinan Luar Negeri berkedudukan di wilayah 

negara di luar Indonesia. 

 

BAB II 

ASAS,SIFAT, DAN PRINSIP PERJUANGAN 

 

Pasal 2 

PPP berasaskan Islam, dengan bercirikan Ahlussunnah Wal Jama’ah. 

 

Pasal 3 

PPP bersifat nasional 

 

Pasal 4 

Prinsip-prinsip perjuangan PPP adalah: 

a. Prinsip ibadah; 

b. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar; 

c. Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan; 

d. Prinsip musyawarah; 

e. Prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan; 

f. Prinsip istiqamah. 
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pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan 

yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah 

kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan; 

(2) Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan 

tujuan partai; 

(3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara 

demokratis dan konstitusional. 

 

BAB IV 

LAMBANG 

 

Pasal 7 

1) Lambang PPP adalah gambar Ka’bah; 

2) Ketentuan mengenai Lambang PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PPP. 

 

BAB V 

KEDAULATAN 

 

Pasal 8 

Kedaulatan PPP berada di tangan anggota serta dilaksanakan sepenuhnya menurut 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

 

BAB VI 

KEANGGOTAAN 

 

Bagian Pertama 

Anggota 

Pasal 9 

(1) Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan menyetujui 

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Khitthah dan Program 

Perjuangan PPP dapat menjadi anggota PPP. 
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(2) Anggota PPP terdiri atas: 

a. Anggota Biasa; 

b. Anggota Kader; 

c. Anggota Kehormatan. 

 

Bagian Kedua 

Hak Anggota 

Pasal 10 

Setiap anggota berhak: 

a. Mendapat Kartu Tanda Anggota PPP; 

b. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran 

sesuai dengan peraturan; 

c. Memilih dan dipilih menjadi Pimpinan dan/atau jabatan lain yang ditetapkan 

oleh PPP; 

d. Memperoleh pendidikan, pelatihan, dan bimbingan; 

e. Memperoleh perlindungan dan pembelaan; 

f. Dicalonkan sebagai pejabat publik dengan memenuhi ketentuan peraturan 

organisasi;. 

 

Bagian Ketiga 

Kewajiban Anggota 

Pasal 11 

Setiap anggota berkewajiban: 

a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-

keputusan PPP yang ditetapkan secara sah; 

b. Aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang diamanatkan PPP; 

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP; 

d. Membayar uang iuran. 
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ANGGARAN RUMAH TANGGA PPP  

HASIL MUKTAMAR VIII 
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ANGGARAN RUMAH TANGGA PPP 

HASIL MUKTAMAR VIII 

BAB I 

LAMBANG 

 

Pasal 1 

(1) Ka'bah adalah simbol pemersatu Umat Islam;  

(2) Ka'bah bagi PPP merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam 

Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta 

merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam 

segala bidang kehidupan; 

(3) Lambang PPP adalah gambar Ka’bah yang dipandang dari arah depan pintu 

masuk, bertirai warna kuning emas, dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad yang 

berada di sudut dinding tepat. Di bawah gambar Ka’bah bertuliskan PPP 

berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan. 

Tulisan PPP berada di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama 

sisi berwarna kuning emas. 

 

BAB II 

KEANGGOTAAN 

 

Pasal 2 

Anggota PPP terdiri dari: 

a. Anggota Biasa 

b. Anggota Kader 

c. Anggota Kehormatan 

 

Bagian Pertama 

Persyaratan 

Pasal 3 

(1) Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa PPP: 

a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah/pernah menikah; 

b. Menerima dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga serta Khitthah dan Program Perjuangan PPP; 
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c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan PPP; 

(2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kader PPP: 

a. memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa PPP; 

b. mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang. 

(3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan PPP 

a. berkontribusi nyata untuk membesarkan PPP; 

b. sedang atau pernah menjadi pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam 

yang memiliki visi sejalan dengan PPP; 

c. tokoh masyarakat yang dianggap penting untuk menjadi Anggota 

Kehormatan. 

(4) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) ditetapkan menjadi Anggota dan kepadanya dapat 

diberikan Kartu Tanda Anggota PPP dan/atau sertifikat yang ditandatangani 

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh Pengurus Harian 

DPP/DPW/DPC. 

(5) Mereka yang pada tanggal 5 Januari 1973 M bertepatan dengan tanggal 30 

Dzulqa'dah 1392 H telah menjadi anggota salah satu dari 4 (empat) Partai Politik 

Islam yang berfusi membentuk PPP, langsung menjadi Anggota PPP dan 

kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP oleh Pengurus Harian 

DPP/DPW/DPC sepanjang yang bersangkutan tidak/belum menjadi Anggota 

partai politik lain; 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dengan Peraturan Pengurus 

Harian DPP PPP tentang Keanggotaan dan Kaderisasi. 

 

Bagian Kedua 

Pemberhentian Anggota 

Pasal 4 

Anggota PPP berhenti karena: 

a. meninggal dunia; 

b. atas permintaan sendiri secara tertulis; 

c. diberhentikan; 

d. menjadi anggota partai politik lain. 

 

 

 



Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan 2016 | 110 

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota PPP 

diatur dengan Peraturan Pengurus Harian DPP PPP tentang Keanggotaan 

dan Kaderisasi. 

 

BAB III 

PIMPINAN 

 

Bagian Pertama 

Persyaratan dan Larangan 

Pasal 6 

Untuk dapat dipilih menjadi Anggota Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan 

harus memenuhi syarat: 

a. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta berakhlak 

mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap PPP;  

b. Menjadi Anggota PPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota; 

c. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

d. Khusus untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Harian DPP PPP harus 

pernah menjadi Pengurus Harian DPP PPP, dan/atau Ketua DPW PPP 

sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti secara penuh terhitung sejak 

diangkat dalam Muktamar/ Musyawarah Wilayah yang dilaksanakan secara 

berkala sampai dengan pelaksanaan Muktamar/ Musyawarah Wilayah 

berikutnya; 

e. Khusus untuk jabatan Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP PPP harus 

pernah menjadi Pengurus Harian DPP dan/atau Ketua 

Departemen/Lembaga DPP PPP, dan/atau Ketua DPW PPP sekurang-

kurangnya 1 (satu) masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam 

Muktamar/Musyawarah Wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai 

dengan pelaksanaan Muktamar/ Musyawarah Wilayah berikutnya; 

f. Khusus untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC harus 

pernah menjadi Pengurus PPP sesuai tingkatannya dan/atau satu tingkat di 

atasnya dan/atau satu tingkat di bawahnya paling sedikit satu periode; 
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g.  Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (f) tidak dapat/sulit dipenuhi, 

maka calon Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC harus pernah 

menjadi pengurus organisasi Islam, terutama organisasi yang berfusi dengan 

PPP, paling sedikit 1 (satu) masa bakti pada masing-masing tingkatannya 

dan/atau pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atasnya, yang dibuktikan dengan 

surat pengangkatan yang terlegalisir oleh organisasi Islam. 

 

Pasal 7 

Seorang Anggota PPP hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil 

Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP serta Ketua atau 

Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC/PR/DPLN untuk 2 (dua) kali masa 

bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama. 

 

Pasal 8 

(1) Seorang Anggota PPP dilarang memegang jabatan rangkap pada Dewan 

Pimpinan di semua tingkatan; 

(2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan 

sebelumnya batal dengan sendirinya, yang disahkan pemberhentiannya dengan 

surat keputusan Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya paling lambat 1 

(satu) bulan setelah mengemban jabatan terakhir; 

 

Bagian Kedua 

Mekanisme Kerja 

Pasal 9 

(1) Ketua Umum DPP PPP dan Ketua Pengurus Harian 

DPW/DPC/PAC/PR/DPLN bertugas memimpin dan sebagai penanggung-

jawab umum Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya berdasarkan Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP serta keputusan permusyawaratan yang 

ditetapkan secara sah, dengan menjujung tinggi asas kolektivitas dan 

kebersamaan; 

(2) Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam memimpin DPP 

PPP, serta mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam 

menjalankan tugasnya, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga PPP serta keputusan permusyawaratan yang ditetapkan secara sah; 
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ANGGARAN DASAR 
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

 
MUKADIMAH 

 

Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah 
panjang dalam perjuangan dan pengorbanan, sejak 
masa penjajahan, kemerdekaan, hingga momentum 

reformasi tahun 1998 (seribu sembilan ratus 
sembilan puluh delapan). Atas berkat rahmat Allah 

Yang Mahakuasa, seluruh anak bangsa mengusung 
agenda reformasi seraya mengukirkan kembali 
perjuangan dan pengorbanan mulia untuk mewu-

judkan cita-cita para pendiri Bangsa dan Negara. 
 

Seiring dengan berkembangnya dinamika 

aspirasi masyarakat dan untuk berpartisipasi 
menjaga kesinambungan serta keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap 
memelihara semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 
(tujuh belas) Agustus 1945 (seribu sembilan ratus 

empat puluh lima), Pancasila sebagai dasar negara 
dan ideologi bangsa, serta Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu 
sembilan ratus empat puluh lima) sebagai konstitusi 
Negara, dibentuklah Partai Keadilan Sejahtera. 

 
Dalam kerangka memberi landasan 

penyelenggaraan dan ketatalaksanaan kepartaian 

yang baik, dengan penuh tawakal kepada Allah 
Yang Mahakuasa, Majelis Syura Partai Keadilan 

Sejahtera menetapkan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut. 
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BAB I 

NAMA, ASAS, CIRI, KEDUDUKAN, DAN 
ATRIBUT 

 
Pasal 1 

(1) Partai ini bernama Partai Keadilan Sejahtera 

yang disingkat PKS, selanjutnya dalam 
Anggaran Dasar ini disebut Partai. 

(2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 
20 (dua puluh) April 2002 (dua ribu dua) 

bertepatan dengan 9 (sembilan) Jumadil Ula 
1423 H (seribu empat ratus dua puluh tiga 
Hijriah). 

 
Pasal 2 

Partai berasaskan Islam. 
 

Pasal 3 

(1) Partai bercirikan akhlak mulia, inovatif, 
patriotik, dan pelayanan. 

(2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersifat nasional, mandiri, dan terbuka. 

(3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berkomitmen pada nilai bersih, peduli, dan 
profesional. 

 

Pasal 4 
(1) Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
(2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

membentuk kepengurusan di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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BAB IV 

ANGGOTA PARTAI 
 

Pasal 10 
(1) Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi 

Anggota Partai sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan rekrutmen calon Anggota 
Partai. 

(3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai 
secara berjenjang dan berkelanjutan. 

(4) Kaderisasi Anggota Partai dilakukan melalui 

pembinaan, pelatihan, dan pendidikan dalam 
Unit Pembinaan Anggota. 

(5) Anggota Partai terdiri atas: 
a. Anggota Pendukung; 
b. Anggota Penggerak; dan 

c. Anggota Pelopor. 
(6) Anggota Pendukung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf a terdiri atas: 
a. Anggota Pemula; dan 
b. Anggota Siaga. 

(7) Anggota Penggerak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf b terdiri atas: 
a. Anggota Muda; dan 

b. Anggota Pratama. 
(8) Anggota Pelopor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf c terdiri atas: 
a. Anggota Madya; 
b. Anggota Dewasa; dan 

c. Anggota Utama. 
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ANGGARAN RUMAH TANGGA 
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

 

BAB I 
ATRIBUT PARTAI 

 
Pasal 1 

(1) Atribut Partai terdiri atas: 
a. Nama Partai; 
b. Lambang Partai; 

c. Bendera Partai; 
d. Mars Partai; dan 
e. Himne Partai.  

(2) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b sebagai berikut: 

 

 
 
 (3) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) mempunyai tafsir sebagai berikut: 
a. bentuk bulat melambangkan kesetaraan, 

keteraturan, keserasian, persatuan, dan 
kesatuan arah demi memperjuangkan 
keadilan dan kesejahteraan rakyat di 

bumi Indonesia yang berlandaskan 
Pancasila; 
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BAB III 

ANGGOTA PARTAI 
 

Pasal 3 
(1) Setiap Anggota Partai harus terdaftar dan 

memiliki Kartu Tanda Anggota Partai. 

(2) Anggota Pemula dan Anggota Siaga diangkat 
dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus 

Cabang atas persetujuan Dewan Pengurus 
Daerah. 

(3) Anggota Muda dan Anggota Pratama diangkat 

dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus 
Daerah atas rekomendasi Dewan Pimpinan 
Tingkat Daerah. 

(4) Anggota Madya dan Anggota Dewasa diangkat 
dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus 

Wilayah dengan memperhatikan rekomendasi 
Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. 

(5) Anggota Utama diangkat dan diberhentikan 

oleh Dewan Pengurus Pusat dengan 
memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pimpinan Tingkat Pusat. 
 

Pasal 4 

(1) Setiap Anggota Partai wajib melaksanakan 
kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia. 

(2) Setiap Anggota Partai wajib taat dan 

berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, 
Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan 

Partai. 
(3) Setiap Anggota Partai wajib mengikuti proses 

kaderisasi yang diselenggarakan oleh Partai 

sesuai dengan jenjang keanggotaan. 
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(4) Setiap Anggota Partai wajib menjalankan 

tugas yang diamanahkan oleh Partai. 
 

Pasal 5 
Hak Anggota Partai: 
a. memperoleh Kartu Tanda Anggota; 

b. mempunyai hak suara; 
c. mengemukakan pendapat, usul, kritik, atau 

nasihat secara beradab dan bertanggung 
jawab sesuai Kode Etik Partai; 

d. membela diri, mendapat pendampingan serta 

pembelaan, dan/atau rehabilitasi; 
e. mendapatkan perlindungan dan pembelaan 

hukum dalam melaksanakan tugas 

kepartaian; dan 
f. dapat diajukan sebagai calon pengurus Partai, 

calon anggota lembaga perwakilan, atau calon 
pejabat publik. 

 

Pasal 6 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggota Partai 

diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat. 
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BAB IV 

LEMBAGA PARTAI 
 

Bagian Kesatu 
Majelis Syura 

 

Paragraf 1 
Anggota Majelis Syura 

 
Pasal 7 

(1) Keanggotaan Majelis Syura terdiri atas: 

a. Anggota Tetap; dan 
b. Anggota Tidak Tetap. 

(2) Anggota Tetap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, yaitu Anggota Majelis Syura 
yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis 

Syura. 
(3) Anggota Tidak Tetap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, yaitu: 

a. Anggota yang terpilih oleh Anggota Pelopor 
melalui proses penjaringan, penyaringan, 

dan penetapan oleh suatu panitia 
pemilihan raya; dan 

b. Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis 

Syura dalam forum Musyawarah Majelis 
Syura. 

(4) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Tidak 

Tetap sebagai berikut: 
a. Anggota Utama berusia paling sedikit 30 

(tiga puluh) tahun dengan masa 
keanggotaan paling sedikit 7 (tujuh) 
tahun; 

b. amanah, disiplin, profesional, dan 
tanggung jawab; 
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c. menguasai, memahami, menaati, dan 

berpegang teguh kepada Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan 

Musyawarah Majelis Syura, Ketetapan 
Musyawarah Nasional, serta Peraturan 
Partai dan kebijakan Partai; 

d. mampu menunaikan tugas dan kewajiban 
Anggota Majelis Syura; 

e. tidak mendapatkan sanksi Partai dalam 3 
(tiga) tahun terakhir; 

f. berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan 

kenegaraan;  
g. berpengalaman sebagai pengurus Partai; 

dan 

h. menyediakan waktu dan kesempatan yang 
cukup untuk melaksanakan tugas Majelis 

Syura. 
(5) Setiap Anggota Majelis Syura wajib 

mengucapkan sumpah jabatan sebagai 

Anggota Majelis Syura. 
 

Pasal 8 
(1) Musyawarah Majelis Syura menyelenggarakan 

pemilihan calon Anggota yang terpilih oleh 

Anggota Majelis Syura dalam forum 
Musyawarah Majelis Syura sesuai dengan 
kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (3) huruf b. 
(2) Pemilihan Anggota yang terpilih oleh Anggota 

Majelis Syura dalam forum Musyawarah 
Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diselenggarakan setelah 

penetapan Ketua Majelis Syura definitif. 
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e.	 memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan 
politik penyelenggaraan Negara;

f.	 mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam 
jabatan politik dan jabatan publik;

g.	 mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan 
negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 
1 Juni 1945 dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi 
dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya 
pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;

h.	 sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan 
aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung 
untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar 
bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme 
danzindividualisme.

BAB IV
KEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMA
REKRUTMEN, JENIS DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 11
Rekrutmen

(1)	 Partai melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara 
Indonesia untuk menjadi anggota Partai.

(2)	 Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota 
Partai dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 
Partai.

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen anggota Partai 
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.
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